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ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG INGKAR
DI DEPAN PERSIDANGAN DIKAITKAM DENGAN HAK ASASI MANUSIA
(Studi Kasus Polda Sumut)

OLEH:
KEN NORTON HUTABARAT
NIM : 02 840 0007
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah
satunya adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik.
Didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau
membaca berita yang berhubungan dengan tindak kekeiasan yang dilakukan polisi
dalam interogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan
Hukum Medan bahwa kekerasan yang dilakukan aparat POLRI menduduki peringkat
teratas.

Dari keterangan di atas sepertinya tersangka adalah orang yang benar-
benar harus dicurigai. Seharusnya juga perlu diperhatikan bahwa siapapun dia, baik
masin tersangka atau vang memang penjahat sekalipun adalah manusia, dan setiap
manusia memiliki hak yang sama. Namun dalam praktek, kita jumpai seorang
tersangka dianggap sudah merupakan peiaku kejahatan sehingga meskipun masih
dalam proses penyidikan, para tersangka sering dilupakan adalah seorang manusia
yang wajib dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka tidak akan dapat berjalan
dengan baik, jika telah terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat yang
berwenang, khususnya apabila selama proses penyidikan terjadi tindakan-tindakan
yang dikategorikan dengan violence (kekerasan) dan torture (penyiksaan) yang
sangat mempengaruhi kondisi si tersangka baik secara jasmani maupun mentalnya.

Dalam KUHAP, UU tentang HAM maupun UUD 1945 (yang telah
diamandemen) sendiri telah sama-sama menyatakan bahwasanya setiap orang berhak
untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang merendatkan derajat dan
martabat manusia, khususnya dengan tegas mengatur kedudukan hak tersangka
dalam setiap pemeriksaan. Oleh karena setiap pemerikaan dengan menggunakan
tindak kekerasan selayaknya dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM.

Atas kekerasan yang dilakukan polisi dalam proses peyidikan tersangka
dapat menggunakan upaya hukum, antara lain dengan mengajukan praperadilan.
Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan
lembaga peradilan yang berdiri sendiri. Praperadilan merupakan suatu sarana dalam
melakukan pengawasan secara horizontal yang berfungsi melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan upaya paksa dalam iingkat penyidikan maupun penuntutan.
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BAB I

| PENDAHULUAN

Komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepotisian, Kejaksaan,
Pengadilen dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen atau sub sistem tersebut salah
satunya adalah polisi. Dalam proses pidana, polisi yang berperan sebagai penyidik.
Didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau membaca
berita yang berhubungan dengar tindak kekerasan yang dilakukan polisi dalam
bahwa Kekerasan yang dilakukan aparat POLRI menduduki peringkat teratas.

TAP VI/MPR/2000 mengatur tentang pemisahan TNI dan kepolisian Negara
Republik Indonesia, menyatakan dalam Pasal 1: “Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan
fungsinya masing- masing.” Hal ini berarti bahwa POLRI adalah institusi yang
mandiri yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak tergantung pada institusi
sehingga yang berkaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsi, suatu organisasi
kepolisian,merupakan tugas tersendiri bagi POLRI.

Hal ini dialami oleh bangsa Indonesia yang berusaha untuk mengadakan
pembaharuan hukum secara menyeluruh diantaranya hukum pidana, baik mateniil
maupun hukum formil serta hukum pelaksanaan pidana, dimana KUHAP dibuat
sebagai pedoman pelaksanaan asas-asas yang mengatur perlindungan kepada harkat

dan martabat manusia dalam proses pidana.
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Demikian juga sangat tegas dicantumkan dalam Pasal 117 KUHAP dimana
jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penvidik , diberikan tanpa
tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apapun . Yang menegaskan tersangka
dalain memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurant,
tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik dengan tindakan
kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dart penyidik maupun dari
pihak luar.

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mercari dan mendapatkan atau
setidak-tidaknya mendekati kebenaran matenil, yaitu kebenaran yang seiengkap-
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentvan hukum acara
pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku vang
dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum melalui pemeriksaan dan
proses peradilan. Jadi selaras dengan tujuan hukum acara pidana tersebut, perlu
diusahakan keterangan yang benar dan jujur dan tersangka tanpa adanya unsur
paksaan maupun kekerasan yang dapat mewarnai/menodai kebenaran dari keterangan
tersangka.

Apabila dalam suatu pemeriksaan pada tingkat penyidikan terdapat adanya
tindakan kekerasan (violence) oleh pihak penyidik terhadap tersangka dapat
mempengaruhi proses pidana pada tahap berikutnya, misalnya bagi Kejaksaan selaku
penuntut umum serta bagi hakim pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Bagi pihak
kejaksaan dapat menolak suatu Berita Acara Penyidikan dengan alasan adanya

pemeriksaan secara kekerasan, sedangkan bagi Hakim dapat membatalkan suatu
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Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah :
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Medan Area.
Untuk sumbangsih penulis kepada almamater.
Untuk mengetahui kaitan antara kekerasan yang dilakukan penyidik terhadap

tersangka dengan penegakan Hak Asasi Manusia.

. Metode Pengumpuian Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berupaya untux dapat mengumpulkan

data-data yang mendukung penelitian. Data-data yang dikumpulkan berguna untuk

inelengkapi kesempurnaan pembahasan skrips: ini. untuk mendapatkan data vang

maksimal diperlukan metode yang tepat. Adapun metode yang penulis pegunakan

adalah sebagai berikut :

1.

Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Peneiitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka
yang ada mulai dari data primer, berupa perundang-undangan, data sekunder yang
berupa buku-buku bacaan yang mendukung dan data tertier yakni penggunaan
kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Penelitian Lapangan (fielu . .esearch)

Untuk menyempurnakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, maka

diperlukan penelitian langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini penulis
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melakukan penelitian langsung di Polda Sumut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dimengerti mengenai pembahasan skripsi ini maka dapat

diuraikan pembahasaninya sebagai berikut :

BAB 1}

BAS 1I

BAB HI

BAB IV

PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat Pengertian dan Penegasan
Judul, Alasan Pemilthan  Judul, Permasalahan, H:potesis, Tujuan
Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan
TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN T"OLRI DALAM
PENYIDIKAN

Dalam bab ini diuraikan secara teoritis hasil kepustakaan. vang terdiri
dari Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurut KUHAP,
Kedudukan Tersangka Dalam Tingkat Penyidikan yang membahas
tentang: Pengertian Tersangka dan Hak-Hak Tersangka.

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASi
MANUSIA

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia,
Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia serta Kedudukan
HAM dalam Sistem Huwum Indonesia.

TINJAUAN ATAS KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA

PADA TINGKAT KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN
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merupakan tugas vyuridis POLRI dr bidang penegakan hukum seperti yang telah
ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP :“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.™

Selanjutnya dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Keoolisian Negara Republik
Indonesia pada Pasal 14 ayat (1) hurut g disebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah: “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.”

B. Proses Penyidikan Menurut KUHAP

Penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat
perintah penyidik oleh pejabat yang berwenang diinstansi penyidik. Penvidikan
terhadap suatu tindakan pidana merupakan suatu proses yang terdiri dari rangkaian
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu
perkara dan menemukan pelakunya. Rangkaian tindakan-tindakan itu meliputi antara
lain :

Tindakan pertama ditempat kejadian;
Penangkapan;

Penahanan;

Jenis dan pengalihan jenis penahanan;
Penggeledahan dan penyitaan;
Pemeriksaan saksi-saksi;
Pemeriksaan ahli;

Pemeriksaan tersangka;

Penggalian dan bedah mayat;

WAL=
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subjektifitas tersangka. Dan pejabat vang meniiai keadaan kekhawatiran ini pun
bertitik tolak pada pentlaian subjektif.

Penahanan yang dilakukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
avat (1) KUHAP berlaku paling lama 20 han. Sedangkan tata cara penahanan dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan Surat Perintah Penahanan atau Surat

Penetapan dan pembenan tembusan yang diberikan kepada keluarga.

ad. 4. Jenis dan pengalihan jenis tahanan
Jenis tzhanan menurut KUHAP pada Pasal 21 ayat (1) ierbagi atas :
1) Penahanan Rumah Tahanan Negzara (Rutan);

2) Penahanan rumah dan;

(V8]
~—

Penahan

Sebelum KUHAP terbentuk, HIR (ketentuan hukum pidana lama) sama sekali
tidak mengenal adanya jenis tahanan. Yang ada hanya tahanan di rumah tahanan
Kepolisian, atau penyebutan jenis tahanan berdasar instansi yang melakukan sehingga
klasifikasi yang signifikan pada waktu itu, tahanan polisi, tahanan jaksa, atau tahanan
hakim.

Dan jenis penahanan yang disebutkan di atas, maka dapat dilihat bahwa
penahanan yang paling berat adalah jenis tahanan rumah tahanan (rutan) karena selalu
berada dalam pengawasan setiap saat. Untuk tahanan rumah agak ringan sedikit,
karena masih bisa hilir mudik dirumahnya sendiri. Sedangkan yang paling ringan

adalah penahanan kota, sebab ia masih bisa keluar rumah hanya tidak bisa keluar kota
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lihat dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 123 KUHAP.

Dalam. melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, hal-hal yang perlu
diperhatikan adalah bahwa tersangka memi'ki hak-hak yang harus dihargai dan
dihormati. Untuk pembahasan lanjut dari pemeriksaan tersangka int ekan dijelaskarn

dalam bagian khusus.

ad.9. Penggalian dan bedah mayat

Pengertian dari penggalian mayat termasuk pada pengambilan mayat dari
semua jenis tempat dan cara penguburan. Penggalian mayat yang berada didalam gua,
misalnva juga termasuk pada ketentuan penggalian inayat. Ketentuan tentang
penggalian mayat ini diatur pada penjelasan Pasal 135 KIJHAP. Penggalian mayat
ud harus bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan yakni untuk pelaksanaan

bedah mayat (otopsi).

ad.10. Visum et Repertum

Pengertian dari visum et reperfum secara harfiah berartt melihat dan
melaporkan: surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai pemeriksaannya
terhadap sesuatu: laporan pemeriksaan mayat oleh dokter.

Pengertian yang lebih jelas diberikan oleh Subekti dan Tjitrosoedibyo
sebagai berikut . “Visum et repertum adalah surat keterangan dokter yang
memuat kesimpulan atau pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas

mayat seseorang untuk menetapkan sebab kematian dan sebagainya; keterangan
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pemeriksaan sehingga dirasakannya tidak ada kepastian hukum, adanya pelakuan

sewenang-wenang dan tidak wajar. Selamn 1tu juga untuk mewujudkan peradilan

yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Pasal 51 KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Untuk mempersiapkan pembelaan:

(1) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang
dimengerti oiehnya tertang apa vang disarigkakan kepadanya pada waktu
pemeriksaan dimulai.

Hak yang diberitahukan demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan dimulai

pada tersangka. Dengain diketahui atau dimengerti oleh orang yang disangka

melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah
dilakukan olehnya, maka tersangka akan merasa terifamin kepentingannva untuk
mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Dengan demikian tersangka akan
mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya akan
dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya
perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

3. Pasal 52 KUHAP

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau

terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau

ho!am.”

Agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, maka tersangka harus dijauhkan

dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan
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5. Pasal 54 KUHAP :
“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan
hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada
setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-
undang ini.”
Pasal ini membeni hak kepada tersangka untuk mendapat bantuan hukum sejak dari
tahap pemeriksaan penyidikan dimulai dan dalam setiap waktu vang diperiukan
karena bantuan hukum ini sebenarnya merupakan salah sai: dan perwujudan
daripada jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadiian
untuk mendapat perlakuan secara layak dari para penegak huxum sesuai dengan
harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap
perkara tersangka oleh penasihat hukumnya.
Hak untuk mendapat bantuan hukum, pada intinya dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan agar seseorang tidak menjad: korban hukum. Bantuan
hukum sebenarmya merupakan instrumen yang tidak sulit diperoleh, namun
bantuan hukum tersebut kemudian menjadi problematika karena ia bukan
merupakan barang yang murah.
Ketentuan tentang pemberian hak ini oleh sebahagian ahli hukum masih
dianggap sebuah kelemahan, seperti pendapat dibawah ini :
Dari segi i salitas, bantuan penasihat hukum baru merupakan hak, akan tetapi
belum sampai ke tingkat “wajib”. Ini berarti, oleh karena mendapatkan bantuan
hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya merupakan hak, mendapatkan

bantuan hukum masih tergantung pada kemauan tersangka atau terdakwa untuk
didampingi oleh penasihat hukum. Dia dapat mempergunakan hak tersebut,
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tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana
lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendin, pejabat
yang bersangkutan pada semua tingkat pemenksaan dalam proses peradilan
wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjux untuk bertindak sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Menyadari asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, cepat dan

dengan biaya ringan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang

Pokok Kekuasaan Kehakiman serta dengan pertimbangan bahwa mereka yang

diancam dengan pidana kurarg deri lima tahun tidak dikcnakan penahanan, maka

untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tapi
kurang dari lima belas tahun penunjukkan penasihat hukumnya disesuaikan
dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat
itu.

8. Pasal 57 KUHAP :

(1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi
penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;

(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan
penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
dalam menghadapi p.uses perkaranya.

9. Pasal 58 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan
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14.

15.

16.

17.

yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa
disediakan alat tulis menulis;

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya
atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuiitut umum, hakim
atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk
diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan;

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik 2tau diperiksa oleh
penyidik, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan
kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembaii kepada
pengirimnyva setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah aitilik™.

Pasal 63 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari

rohaniawan.”

Pasal 64 KUHAP :

“Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.”

Pasal 65 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan

atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang

menguntur.zkan bagi dirinya.”

Pasal 66 KUHAP :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Oleh karena

penuntut umum yang mengajukan dakwaan maka penuntut umum lah yang
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berbunyi : © bahwa sesungguhnya kemerdekaan 1itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan
perikemanusian dan perikeadilan™

Dari rumusan alinea pertama ini dapat diambil kesimpulan, bahwa bangsa
Indonesia mengakui adanya hak asast manusia. Dalam hal int ialah hak untuk merdeka
berarti pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar hak hak asasi manusia. Dem:kian
pula pada alinea ketiga dan keempat dengan tegas menyatakan, dengan dasar
kemanusian yang adil dan beradab itu bangsa Indonesia mengakui adanya hak-hak
asasi manusia. Landasan tentang hak asasi manusia dijabarkan dalam Amandemen
kedua pada sidang umum tahunan MFR Agustus 2000 pacda bab Xa, mencantumkan
secara khusus tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu pada Pasal 28 angka
a, d, g dan angka 1 yang berbunyi:

Pasal 28A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan
hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28D:” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dthadapan hukum.”

Pasal 28G :
1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kechormatan, martabat

dan harta benda yang dibawah kekuesa.nnya serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak be.ouat sesuatu

yang merupakan hak asasi.
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Sebagai seorang manusia, sejahat apapun perbuatannya, hak-haknya masth
tetap dilindungi dalam hukum. Dalam Undang-undang No. 39 Tentang Hak Asasi
Manusia diatur tentang perlindungan terhadap HAM, yaitu yang tercantum dalam
Pasal 3, Pasal, 4, 5, 7 dan Pasal 17 yang berbunyt sebaga’ berikut:

Pasal 3:

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama
dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat,
beibangsa dan bernegara dalam semangat persaudaran.

{2) Setiap orang berhak aias pengakuan, jaminan, perlindungan dan periakuan hukum
yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan
hukum.

(3) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4 berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 5:

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan
memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat

kemanusiaan didepan hukum.
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Pasal 18:

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan
sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan
kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segaia
jaminan hukum yang diperlukan uutuk pembelanya, sesuai dengaun ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali
nerdasarkan suatu peraturan perundang- undangan yang sudah ada sebelum tindak
pidana itu dilakukan.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku
ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat
penyidikan, sampail adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat ditunitut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama
atas sutu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkuatan
hukum tetap.

Pasal 33:

1. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan

yang kejam, tidak manusiawi merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

2. Setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
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BAB V

' KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari uraian kasus yang diterangkan dalam bab sebelumnya maka dapat dilihat
bahwa sebab terjadinva perbedaan keterangan yang diberikan cleh tersangka
pada proses penyidikan dengan hasil pemeriksaan di pengadilan adalah
disebabkan adanya pelaksanaan penyiksaan tersangka yang ditujukan bagi
pengungkapan kasus yang diseiidik oieh penyidik. Untuk menghentikan
penyiksaan tersebut maka tersangka memberikan pernyataan yang berbeda
sewaktu diperiksa di depan pengadilan.

2. Penyidikan ditandai secara formal prosedural dengan dikeluarkannya surat
perintah penyidik oleh pejabat yang berwenang diinstansi penyidik.
Kewenangan POLRI sebagai penyidik diatur dalam Pasaal 7 ayat (1) KUHAP
dan Pasal 16 butir a sampai dengan butir i UU No. 28 tahun 1997 tentang
Kepolisian, yang mengatur antara lain penyidik berwenang untuk :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada <az: di tempat kejadian;

¢. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyiia..n;

d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa segai tersangka atau saksi;
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f. Mengadakan penghentian penyidikan;

g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertangung jawab;

h. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;

i. Membawa dan menghadavkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

J.  Melakukan pemerksaan dan penyitaan surat.

B. Saran

1. Agar sistem hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya yang
diharapkan dan jaminan terhadap hak asasi manusia dapat dijalankan maka
bagi Polisi yang telah mendapat kewenangan khusus dari undang-undang
benar-benar menjalankan fungsinya secara profesional khususnya tentang
teknis penyidikan keresersean sesuai dengan konstitusi.

2. Agar tersangka terlindungi hak-naknya, baik sebagai hak tersangka ataupun
sebagai manusia, maka bagi Pemerintah perlu membuat peraturan khusus, dan
mensosialisasikan tentang penggunaan hak-hak tersangka atau setidaknya
membuat keterangan tambahan dalam KUHAP tentang akibat hukum tindak
kekerasan yang dilakukan oleh POLRI terhcdap tersangka dalam proses
penyidikan, dan bagi POLRI sendiri agar lebih memperhatikan _isi
manusiawi dalam melaksanakan tugas, sehingga dapat lebih dihargai

masyarakat dan mengangkat citra Polisi.
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